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PERATURAN GUBERNUR ACEH

NOMOR 02 TAHUN 2018

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 68 TAHUN 2017

Menimbang

Mengingat

TENTANG PEMBENTUKAN PUSAT MEDIASI ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,
bahwa berdasarkan hasil kajian yuridis terhadap Peraturan
Gubernur Aceh Nomor 68 Tahun 2017 tentang Pembentukan
Pusat Mediasi Aceh, terdapat ketidaksesuaian dengan prinsip
penyelenggaraan pemerintahan yang baik, sehingga Peraturan
Gubernur Aceh perlu dicabut,
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Aceh tentang
Pencabutan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 68 Tahun 2017
tentang Pembentukan Pusat Mediasi Aceh,
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan
Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1103),
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan
Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3872),
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3893),
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan—

Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4633),
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246):
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679),
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan
Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana
Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5421),
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan,
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9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:

10. Oanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan
Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam
Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe
Aceh Darussalam Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan
Oanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Oanun Aceh Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2014
Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 70):

11. Oanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan
Adat dan Adat Istiadat (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh
Darussalam Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah
Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 19):

12. Oanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat
(Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008
Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh
Darussalam Nomor 20):

MEMUTUSKAN :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENCABUTAN PERATURAN
GUBERNUR ACEH NOMOR 68 TAHUN 2017 TENTANG PUSAT
MEDIASI ACEH.

Pasal 1

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 68 Tahun 2017 tentang
Pembentukan Pusat Mediasi Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2017
Nomor 65) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 10 Yinuari 2018
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